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Abdullah, S.H., M.H., selaku pembimbing II). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pembentukan Surat Edaran 
Mahkamah Agung dan untuk mengetahui mekanisme pengujian Surat Edaran Mahkamah 
Agung. 
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan teknik 
pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (library research). Data dilengkapi 
dengan data primer dari hasil analisis UUD 1945, berbagai peraturan perundang-
undangan, surat edaran, putusan, dan data sekunder dari referensi-referensi (buku, artikel, 
karya ilmiah, jurnal, media cetak, majalah dan website), serta data tersier, dalam hal ini, 
dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan diolah dengan metode analisis 
kualitatif secara deduktif. 
Adapun temuan yang didapatkan dari hasil penelitian. Pertama, Surat Edaran 
Mahkamah Agung (SEMA) bukanlah termasuk salah satu jenis peraturan perundang-
undangan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Lahirnya SEMA bukan atas dasar 
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk 
berdasarkan kewenangan, melainkan berlandaskan pada asas yang disebut diskresi, 
sehingga SEMA dikategorikan sebagai peraturan kebijakan. Dasar hukum lahirnya 
SEMA berpijak pada ketentuan yang digariskan pada Pasal 39 Undang-undang No. 4 
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mendudukkan Mahkamah Agung 
sebagai Pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan dan juga pelaksanaan 
tugas administrasi dan keuangan pada semua badan peradilan yang berada di bawah 
Mahkamah Agung. Pada intinya SEMA diterbitkan dalam rangka menjalankan fngsi 
pengawasa Mahkamah Agung yang sifatnya memberi petunjuk, teguran dan peringatan 
kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Kedua, pengujian 
SEMA tidak dapat ditempuh baik melaui mekanisme judicial review,  executive review 
ataupun legislative review. Hal ini menegaskan bahwa Pengujian terhadap SEMA belum 
memiliki tumpuan yang jelas. Untuk itu, dalam menguji keabsahan SEMA, harus 
dikembalikan pada hakikat SEMA itu sendiri. Karena bentuknya adalah peraturan 
kebijakan, maka SEMA bukan saja tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, namun juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip pembuatan 
peraturan kebijakan. Namun di sisi lain, dengan melihat sifatnya yang tidak mempunyai 
kekuatan mengikat, pada dasarnya pengujian terhadap SEMA tidak perlu dilakukan.  
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  BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Pasang surut sejarah dan lika-liku sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi 
suatu goresan yang diharapkan menjelma menjadi titian menuju kejayaan. Zaman 
keemasan yang gemerlap akan norma dan peradaban tentu selalu menjadi hal yang 
dicita-citakan. Berangkat dari hasrat yang mulia itu, lahirlah sebuah falsafah 
kenegaraan yang termaktub pada  Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi, 
“Negara Indonesia adalah negara hukum.” 
 Cita negara hukum sejatinya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 
perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak bergulirnya kemerdekaan. 
Meskipun ide negara hukum tidak dirumuskan secara eksplisit pada waktu itu, 
namun dalam Penjelasan UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide 
‘rechtsstaat’ (negara berdasar atas hukum), bukan ‘machtsstaat’ (negara 
berdasarkan kekuasaan). Barulah kemudian pada tahun 2001 amendemen ketiga 
terhadap UUD 1945, ketentuan tersebut dicantumkan tegas dalam Pasal 1 ayat (3). 
 Konsep negara hukum meniscayakan hukum menjadi panglima dalam 
kehidupan bernegara. Hal ini menyiratkan bahwa eksistensi peraturan perundang-
undangan merupakan salah satu unsur fundamental bagi penyelenggaraan 
pemerintahan negara berdasarkan atas hukum. Hal tersebut tercermin dari konsep 
sang   pelopor   ide   negara   hukum,   Friedrich   Julius   Stahl.   Ia   berpendapat  
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bahwa unsur-unsur utama negara hukum ada 4 (empat), yaitu: 1 
1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; 
2. Pemisahan  kekuasaan; 
3. Penyelenggaraan  pemerintahan  menurut undang-undang (wetmatigheid 
van bestuur); 
4. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.  
 Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu elemen pokok  dalam 
suatu sistem hukum nasional. Sebagai suatu sistem, kaidah aturan yang termuat 
dalam semua peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis, 
berpuncak pada konstitusi sebagai hukum tertinggi. Peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih 
tinggi, sesuai dengan asas “lex superior derogat legi inferiori.” 
 Unsur lain yang juga menjadi pilar utama  penyangga berdiri tegaknya satu 
negara sehingga dapat disebut sebagai negara hukum adalah adanya pembatasan 
kekuasaan. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan negara dari 
kemungkinan menjadi sumber penindasan dan tindakan sewenang-wenang 
penguasa. Sebab setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk 
berkembang menjadi sewenang-wenang. Jimly Asshiddiqie mengutip adagium 
yang begitu popular dari Lord Acton: “Power tends to corrupt, and absolute 
power corrupts absolutely”.2 Kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara 
memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat ‘checks and 
                                                          
1  Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum 
Pemerintahan yang Baik, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010, hlm. 29 
2  Jimly Asshiddiqie, Pinsip Pokok Negara Hukum, dikutip dari situs 
http://www.jimly.com/pemikiran/view/11, diakses pada hari Sabtu, 26 Juni 2015, Pukul 11.09 wita 
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balances’ dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan 
mengendalikan satu sama lain.  
 Begitupun halnya dengan UUD NRI 1945 pasca amendemen yang secara 
tegas menganut sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) dengan 
mengembangkan mekanisme cheks and belance yang lebih fungsional. Perubahan 
tersebut melahirkan bangunan kelembagaan negara yang satu sama lain dalam 
posisi setara.  
 Dalam sistem ketatanegaraan, tiga cabang kekusaan yang mencakup 
eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan menerapkan prinsip checks and belances 
memberikan peluang kepada ketiga cabang kekuasaan tersebut untuk saling 
mengontrol.  Sehingga tercipta atmosfer ‘checks and balances among of powers’  
untuk mencegah timbulnya kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan 
kekuasaan. 
 Cabang kekuasaan yudikatif yang seringkali disebut kekuasaan kehakiman 
diberi tugas dan kewenangan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 
keadilan. Sesuai amanat UUD NRI 1945 Pasal 24 ayat (2),  kekuasaan kehakiman 
dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada 
di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK). Keduanya 
berkedudukan sederajat atau setara sebagai lembaga negara yang independen. Ini 
berarti, kekuasaan kehakiman menganut sistem bifurkasi (bifurcation system), 
dimana kekuasaan kehakiman terbagi 2 (dua) cabang, yaitu cabang peradilan biasa 
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(ordinary court) yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan 
konstitusi yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi.3 
 Hal tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung sebagai pelaksana 
kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Konstitusi, adalah puncak dari 
badan-badan peradilan di empat lingkungan peradilan, yakni lingkungan peradilan 
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan 
peradilan tata usaha negara. Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan 
wewenang kepada Mahkamah Agung untuk mengadili pada tingkat kasasi, 
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 
undang-undang dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. 
 Selain kewenangan Mahkamah Agung yang secara eksplisit termaktub 
dalam UUD NRI 1945, kewenangan Mahkamah Agung yang lain adalah  
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan 
peradilan, hal ini berdasaran Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 
tentang Mahkamah Agung. Berkaitan dengan fungsi tersebut, undang-undang 
memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk membuat peraturan. 
Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. 
Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 
tentang Mahkamah Agung yang menegaskan: 
Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi 
kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum 
cukup diatur dalam undang-undang ini. 
                                                          
3  Ahsan Yunus, “Analisis Sifat Final dan Mengikat (Binding) Putusan Mahkamah 




 Bertitik tolak dari rumusan tersebut, Mahkamah Agung diberi wewenang 
membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai pelengkap untuk 
mengisi kekurangan atau kekosongan hukum. Pada praktiknya, selain PERMA 
dikenal juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).  
 Sejak tahun 1951, Mahkamah Agung sudah lazim mengeluarkan SEMA. 
Sepanjang perjalanan eksistensi SEMA dalam ketatanegaraan Indonesia, nyaris 
tak banyak yang mempersoalkan legalitasnya. Namun reaksi berbeda justru 
muncul ketika Mahkamah Agung pada tanggal 31 Desember 2014 menerbitkan 
SEMA No. 7 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengajuan permohonan kembali 
dalam perkara pidana. 
 SEMA tersebut tak pelak menuai banyak kritik dari berbagai pihak. 
Pasalnya, Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah mengeluarkan putusan Nomor: 
34/PPU-XI/2013 yang menyatakan ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP (yang 
mengatur tentang Peninjauan Kembali  hanya dapat dilakukan satu kali) 
bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum 
mengikat. Sehingga dengan putusan ini, Peninjauan Kembali dalam perkara 
pidana dapat dilakukan lebih dari satu kali. Sementara SEMA No. 7 Tahun 2014 
membatasi Peninjauan Kembali hanya boleh dilakukan satu kali. Inilah yang 
kemudian dinilai khalayak bahwa SEMA bertentangan dengan putusan MK. 
 Jika mengacu pada jelajah histori, SEMA juga pernah menorehkan sejarah 
baru pada waktu itu tatkala mengeluarkan SEMA yang menyatakan tidak 
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berlakunya bagian undang-undang.4 Lepas dari polemik tersebut, persoalan hakiki 
yang menuai tanda tanya besar adalah, dimana posisi SEMA dalam tata urutan 
perundang-undangan, hingga kemudian boleh mengenyampingkan ketentuan yang 
ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi? Sejauh mana batasan materi yang dapat 
diatur dalam SEMA? Serta bagaimana menguji keabsahannya? 
 Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 
tentang Mahkamah Agung, disebutkan bahwa: 
Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan 
kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya. 
 
 Rumusan di atas kemudian disebut-sebut sebagai landasan Mahkamah 
Agung dalam menerbitkan SEMA. Meskipun secara berkesinambungan 
keberadaan SEMA ditopang oleh ketentuan tersebut di atas, namun SEMA tidak 
serta-merta tercantum dalam jenjang hierarki peraturan perundang-undangan. 
 Menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan-undangan, yang disebut sebagai 
peraturan perundang-undangan itu mencakup bentuk-bentuk peraturan yang 
tersusun secara hierarkis sebagai berikut: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 
4. Peraturan Pemerintah; 
5. Peraturan Presiden; 
                                                          
4 Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 perihal Gagagasan Menganggap 
Burgerlijk Wetboek tidak Sebagai Undang-undang 
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6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
 Selain tujuh jenis peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam 
rumusan tersebut, terdapat pula jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang 
berada di bawah undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) 
Undang-undang No. 12 Tahun 2011. Jenisnya meliputi (dengan tidak menyebut 
nama nomenklaturnya) peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah 
Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, 
Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang 
dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.  
 Selanjutnya, Pasal 8 ayat (2) memberikan batasan peraturan-peraturan yang 
dikeluarkan oleh pejabat/lembaga tersebut dapat diakui keberadaannya, jika 
pembentukannya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 
 Dinukil dari www.hukumonline.com, Dosen Fakultas Hukum Universitas 
Jember, Bayu Dwi Anggono, mengatakan bahwa surat edaran bukan merupakan 
peraturan perundang-undangan (regeling), bukan pula keputusan tata usaha negara 
(beschikking), melainkan sebuah peraturan kebijakan.5 Peraturan kebijakan adalah 
produk hukum yang isinya secara materil mengikat umum namun bukanlah 
                                                          
5  Surat Edaran Kerikil dalam Perundang-undangan, dikutip dari 
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b1f62361f81/surat-edaran--kerikil-dalam-
perundang-undangan,  diakses pada hari Rabu, 1 Juli 2015, pukul 8.23 wita 
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peraturan perundang-undangan karena ketiadaan wewenang pembentuknya untuk 
membentuknya sebagai peraturan perundang-undangan.  
 UUD 1945  Pasal 24A menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang 
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 
undang-undang. Rumusan tersebut menyiratkan Mahkamah Agung berwenang 
menguji semua jenis peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah 
undang-undang, misalnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan  
Peraturan Daerah.  
 Jika mengacu pada unsur-unsur peraturan perundang-undangan dalam 
Undang-undang No.12 Tahun 2011, surat edaran bukanlah peraturan perundang-
undangan. Pasal 1 Angka 2 Undang-undang No.12 Tahun 2011 mendefinisikan 
peraturan perundang-undangan dengan unsur-unsur: peraturan tertulis, dibentuk 
oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat secara umum. 
Surat edaran, berdasarkan format penulisannya, haruslah dianggap sebagai surat 
dan bukan peraturan. Surat edaran pada hakikatnya juga bukan ditujukan 
mengikat secara umum walaupun pada praktiknya seringkali dipaksakan untuk 
mengikat masyarakat umum di luar instansi yang mengeluarkannya. 
 Pada tataran praksis, Mahkamah Agung pernah mengeluarkan Putusan No. 
23P/HUM/2009 yang isinya membatalkan Surat Edaran Dirjen Minerba dan 
Panas Bumi No. 03.E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan 
Batubara sebelum terbitnya Perpu No. 4 Tahun 2009. Putusan Mahkamah Agung 
ini menyiratkan surat edaran termasuk dalam ruang lingkup peraturan perundang-
undangan sebab bisa dimohonkan uji materiil ke Mahkamah Agung. Lantas, 
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apakah SEMA juga bisa diajukan untuk uji materiil ke lembaga yang 
menerbitkannya? 
 Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi yang juga merupakan pelaksana 
kekuasaan kehakiman, oleh UUD 1945 pasal 24C ayat (1) diberikan kewenangan 
menguji undang-undang terhadap UUD, termasuk juga undang-undang yang 
menyangkut dirinya sendiri. Bahkan membatalkan undang-undang yang 
membatasi kewenangannya. Jikalau merujuk pada preseden ini, Mahkamah 
Agung pun boleh-boleh saja menguji SEMA. Namun di satu sisi, perihal 
pengujian Undang-undang, dikenal asas nemo judex in causa sua, dimana hakim 
dilarang menangani perkara berkaitan dengan dirinya sendiri. Dalam hal ini, 
persoalan yang muncul dikarenakan Mahkamah Agung adalah lembaga yang 
menjadi rahim lahirnya SEMA. 
 
B. Rumusan Masalah 
  Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa 
masalah yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut: 
1. Apa dasar pembentukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)? 
2. Bagaimana mekanisme pengujian Surat Edaran Mahkamah Agung 
(SEMA)? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 
1. Tujuan Penulisan : 




2) Untuk mengetahui mekanisme pengujian Surat Edaran Mahkamah 
Agung (SEMA)? 
2. Manfaat Penulisan: 
Tulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam perkembangan 
ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara 
terkait analisis hukum terhadap SEMA. Selain itu, diharapkan juga hasil 
penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi maupun 








A. Kekuasaan Kehakiman 
 Pengertian kekuasaan kehakiman merujuk pada Pasal 24 ayat (1), (2), dan 
(3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: 
(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 
(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 
badan peradilan yang berda dibawahnya dalam lingkungan peradilan 
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi. 
(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan 
kehakiman diatur dalam undang-undang. 
 
 Untuk mempertegas dan menjabarkan pengertian kekuasaan kehakiman 
dalam pasal 24 UUD NRI 1945, dalam Pasal 1 Undang-undang No. 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: 
“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 
Indonesia.” 
 
 Uraian di atas memberikan gambaran bahwa kekuasaan kehakiman 
merupakan salah satu kekuasaan negara dalam bidang penegakan hukum dan 





1. Mahkamah Agung 
1.1 Kedudukan Mahkamah Agung 
 Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara yang merupakan 
pemegang kekuasaan kehakiman bersanding dengan Mahkamah 
Konstitusi yang bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lain. 
Mahkamah Agung merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya 
bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup lima 
lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan 
peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan 
peradilan militer. Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Agung dapat 
digambarkan sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan 
perjuangan keadilan bagi orang per orang ataupun subjek hukum lainnya6 
 UUD 1945 sebelum perubahan, menggariskan Mahkamah Agung 
sebagai satu-satunya pelaksana kekuasaan kehakiman bersama-sama 
badan-badan peradilan lainnya, disamping sebagai pengadilan negara 
tertinggi. Namun setelah perubahan ketiga UUD NRI 1945, Mahkamah 
Agung tidak lagi menjadi satu-satunya pelaksana kekuasaan kehakiman 
dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah  Agung  pada 
hakikatnya adalah  ‘court  of  justice’, sedangkan Mahkamah Konstitusi 
adalah 'court of law'. Yang satu mengadili ketidakadilan untuk 
mewujudkan  keadilan,  sedangkan  yang  lainnya mengadili  sistem  
hukum  dan  sistem keadilan itu sendiri. 
                                                          
6 Jimly Asshiddiqie, dikutip dari http://www.jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukan-
mahkamah-konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia/, diakses pada hari Rabu, 5 
Agustus 2015, pukul 12.53 wita 
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1.2 Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Agung  
 Menurut  Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, kewenangan MA adalah: 
a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan 
pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan 
peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali 
undang-undang menentukan lain; 
b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang; dan 
c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. 
 
 Sedangkan tugas dan fungsi Mahkamah Agung adalah sebagai 
berikut:7 
1. Fungsi Peradilan  
a. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung 
merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina 
keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi 
dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan 
undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan 
secara adil, tepat dan benar. 
b. Selain tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah 
Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat 
pertama dan terakhir: 
i) Semua sengketa tentang kewenangan mengadili; 
ii) Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 28, 
                                                          
7 Dikutip dari https://www.mahkamahagung.go.id/pr2news.asp?bid=7, diakses pada hari 
Selasa, 4 Agustus 2015, pukul 09.47 wita 
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29,30,33 dan 34 undang-undang mahkamah agung no. 14 
tahun 1985) ; 
iii) Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal 
asing dan muatannya oleh kapal perang republik indonesia 
berdasarkan peraturan yang berlaku (pasal 33 dan pasal 78 
undang-undang mahkamah agung no 14 tahun 1985) 
c. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, 
yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan 
perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah 
suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan 
dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 
Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). 
2. Fungsi Pengawasan 
a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap 
jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan 
tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan 
diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan 
berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan 
biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam 
memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 





b. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan : 
i)  Terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para 
hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam 
menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan 
tugas pokok kekuasaan kehakiman, yakni dalam hal 
menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan 
setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta 
keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan 
teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan 
petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan 
Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung 
Nomor 14 Tahun 1985). 
ii) Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang 
menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang 
Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). 
3. Fungsi Mengatur 
a. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang 
diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan 
apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam 
Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai 
pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan 
hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan 
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peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 
79 Undang-undang No.14 Tahun 1985). 
b. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri 
bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang 
sudah diatur Undang-undang. 
4.  Fungsi Nasehat 
a. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau 
pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada 
Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang 
Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung 
memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara 
dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 
Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). 
Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar 
Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung 
diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan 
kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga 
rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan 
pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini 
belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur 
pelaksanaannya. 
b. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan 
memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkunga 
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peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 
Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-
undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) 
5. Fungsi Administratif 
a. Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, 
Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) 
sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang 
No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administratif dan 
finansial sampai saat ini masih berada di bawah departemen 
yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan di 
bawah kekuasaan Mahkamah Agung. 
b. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung 
jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan 
Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman). 
6. Fungsi Lain-Lain 
  Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan 
mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan 
kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 
Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 
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1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan 
lain berdasarkan Undang-undang. 
 
2. Mahkamah Konstitusi 
2.1 Kedudukan Mahkamah Konstitusi 
 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga tinggi 
negara yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah 
Agung. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama 
merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (judiciary) yang 
merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu 
pemerintah (executive) dan lembaga permusyawaratan-perwakilan 
(legislative). Kedua mahkamah ini sama-sama berkedudukan di Jakarta 
sebagai ibukota Negara Republik Indonesia. Hanya struktur kedua organ 
kekuasaan kehakiman ini terpisah dan berbeda sama sekali satu sama 
lain.  
 Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama 
dan terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah 
Agung yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya 
bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup lima 
lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan 
peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan 
peradilan militer. 
  Mahkamah Konstitusi tidak berurusan dengan orang per orang, 
melainkan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Perkara- perkara 
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yang diadili di Mahkamah Konstitusi pada umumnya menyangkut 
persoalan-persoalan kelembagaan negara atau institusi politik yang 
menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun berkenaan dengan 
pengujian terhadap norma-norma hukum yang bersifat umum dan 
abstrak, bukan urusan orang per orang atau kasus demi kasus ketidak- 
adilan secara individuil dan konkrit. Yang bersifat konkrit dan 
individuil hanya yang berkenaan dengan perkara impeachmen terhadap 
Presiden/Wakil Presiden.  
 
2.2 Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi  
 Mahkamah Konstitusi diserahi kewenangan dan tanggung jawab 
yang diatur dalam pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945. Disamping 
itu, kewenangan dan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi juga diatur 
dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 
 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:  
1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
3. Memutus pembubaran partai politik; dan 
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 
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  Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat 
DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:   
1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa  
    a) penghianatan terhadap negara;  
    b) korupsi;  
    c) penyuapan;  
    d) tindak pidana lainnya;  
2. atau perbuatan tercela, dan/atau  
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 
Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
 
B. Peraturan Perundang-undangan 
1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan 
Menurut S.J Fockema Andreae,8 istilah perundang-undangan mempunyai 
dua pengertian yang berbeda, yaitu: 
1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses 
membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat, maupun 
di tingkat daerah. 
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan 
hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di 
tingkat daerah.  
                                                          
8 I Gde Pantja & Suprin Na’a, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia, 
Bandung: PT. Alumni, 2008, hlm. 14 
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Rumusan tersebut menunjukkan bahwa dalam membahas perundang-
undangan, selain mempersoalkan proses pembentukan peraturan-peraturan negara, 
juga melihat sisi hakikat segala peraturan negara yang dihasilkan melalui proses 
pembentukan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. 
Bagir Manan dan Kuntana Magnar dalam bukunya Peranan Peraturan 
Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional, merumuskan 
pengertian peraturan perundang-undangan sebagai setiap putusan tertulis yang 
dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang 
mempunyai dan (menjelmakan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang 
berlaku. 9 
Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang Undangan-undangan, menyebutkan bahwa:  
“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat 
norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan 
oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang 
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.” 
 
 
2. Karakteristik Peraturan Perundang-undangan 
Dari sisi teoretis, peraturan perundang-undangan mempunyai sifat-sifat 
khusus, yakni10: 
a) Norma hukum (rechtsnormen); 
b) Berlaku keluar (naar buiten werken); 
c) Bersifat umum dalam arti luas; 
d) Bersifat futuristik; 
                                                          
9 Bagir Manan dan Kunta Magnar, Peranan Peraturan Perundang-Undangan dalam 
Pembinaan Hukum Nasional, Bandung: Armico, 1987, hlm. 16  
10 I Gde Pantja & Suprin Na’a, Op.Cit, hlm. 18 
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e) Berlaku terus menerus (dauerhaftig); 
f) Bersifat hierarkis (stufenbau des rechts). 
Dalam penjelasannya tentang hakikat peraturan perundang-undangan, dalam 
pandangan Satjipto Rahardjo11 disebutkan bahwa suatu peraturan perundang-
undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
a) Bersifat umum dan komprehensif, sehingga merupakan kebalikan dari 
sifat-sifat khusus yang terbatas; 
b) Bersifat universal. Ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa 
yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, 
ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu 
saja; dan  
c) Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. 
Dalam setiap peraturan, lazimnya mencantumkan klausul yang memuat 
kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali. 
Ditinjau dari aspek materi muatannya, peraturan perundang-undangan 
bersifat mengatur (regeling) secara umum dan abstrak, tidak konkrit dan 
individual seperti keputusan penetapan. Sifat umum dan abstrak yang dilekatkan 
sebagai ciri peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk membedakan 
dengan keputusan tertulis pejabat atau lingkungan yang berwenang yang bersifat  
individual dan konkret, yakni ketetapan atau beschikking. 
Kaidah umum selalu bersifat abstrak karena ditujukan kepada semua subjek 
yang terkait tanpa menunjukkan atau mengaitkannya dengan subjek konkret, 
                                                          
11  Satjipto Rahadjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 83-84 
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pihak atau individu tertentu. Sementara kaidah hukum individual selalu bersifat 
konkret karena ditujukan kepada orang tertentu, pihak atau subjek-subjek hukum 
tertentu atau peristiwa dan keadaan-keadaan tertentu.12 
 Selanjutnya, dalam UU No. 10 Tahun 2004 Bab II Asas Peraturan 
Perundang-undangan pada Pasal 5, 6, dan 7, ditentukan bahwa dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas 
pembentukan peraturan perundang undangan yang baik. Asas-asas yang dimaksud 
itu meliputi:13  
1. Kejelasan tujuan; 
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 
4. Dapat dilaksanakan; 
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 
6. Kejelasan rumusan; 
7. Keterbukaan. 
 ‘Kejelasan tujuan’ yang dimaksud adalah bahwa setiap pembentukan 
peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak 
dicapai. Yang dimaksud dengan asas ‘kelembagaan atau oragan pembentuk yang 
tepat’ adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh 
lembaga/pejabat pembentuk yang berwenang. Peraturan perundang-undangan 
tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh 
lembaga/pejabat yang tidak berwenang. 
                                                          
12 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-undang, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 4 
13 Ibid, hlm. 139 
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 Sedangkan asas ‘kesesuaian antara jenis dan materi muatan’ adalah 
bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar 
memerhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-
undangannya. Asas ‘dapat dilaksanakan’ adalah bahwa setiap pembentukan 
peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan 
perundang-undangan di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun 
sosiologis. Sedangkan yang dimaksud dengan asas ‘kedayagunaan dan 
kehsilgunaan’ adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena 
memang betul-betul dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
 Asas lain yang juga disebut di atas adalah asas ‘kejelasan rumusan’, yaitu  
bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis 
penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau 
terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak 
menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Sementara itu, 
yang dimaksud sebagai asas ‘keterbukaan’ adalah bahwa dalam proses 
pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, 
penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, 
seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk seluas-






3. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan 
Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia 
merujuk pada Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan yang merupakan pengganti dari Undang-undang 
No. 10 Tahun 2004. Sebelum diatur dalam bentuk Undang-undang, hierarki 
peraturan perundang-undangan mengacu pada dua Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP 
MPR/MPRS). 
Pertama, TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR 
Mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
undangan RI. Kedua, TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan 
Tata Urutan Perundang-undangan. Berikut uraian evolusi hierarki peraturan 
perundang-undang: 
a) Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR 
Mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan  Peraturan Perundang-
undangan RI: 
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 
4. Peraturan Pemerintah; 
5. Keputusan Presiden; dan 
6. Peraturan-peraturan Pelaksana lainnya seperti Peraturan Menteri, 
Instruksi Menteri, dan lain-lainnya. 
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b) Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata 
Urutan Perundang-undangan: 
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; 
3. Undang-undang; 
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 
5. Peraturan Pemerintah; 
6. Keputusan Presiden; dan 
7. Peraturan Daerah. 
c) Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; 
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 
2. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 
3. Peraturan Pemerintah; 
4. Keputusan Presiden; dan 
5. Peraturan Daerah: 
i. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur; 
ii. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Badan Perwakilan 





d) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; 
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang;Peraturan Pemerintah; 
4. Peraturan Presiden; 
5. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
6. Peraturan Daera Kabupaten/Kota.  
Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa sejak tahun 1966 
sampai 2011 telah terjadi empat kali pengubahan terhadap jenis dan hierarki 
peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa jenis 
dan hierarki peraturan perundang-undangan merupakan suatu hal yang sangat 
mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan Republik 
Indonesia. 
 
4. Pengujian Peraturan Perundang-undangan 
 Pengujian peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai proses 
untuk menguji peraturan tertulis baik yang dibentuk oleh lembaga negara maupun 
pejabat yang berwenang yang memiliki kekuatan mengikat secara umum. Oleh 
karena itu, pengujian peraturan perundang-undangan yang diartikan sebagai suatu 
proses untuk menguji, akan berkaitan dengan ‘siapa’ (subjek), dan ‘apa’ (objek) 
dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan tersebut. 
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Ph. Kleintjes, sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri, membedakan dua 
hak pengujian terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:14 
a. Hak menguji formal (formele toersingrecht), yaitu wewenang untuk 
menilai apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang telah 
dibentuk dengan prosedur sebagaimana telah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak menguji formal ini 
menunjukkan bahwa yang dinilai atau yang diuji adalah prosedur yang 
ditempuh dalam pembentukan suatu undang-undang. 
b. Hak menguji materil (materiele toersingrecht), yaitu wewenang untuk 
menilai apakah substansi suatu peraturan perundang-undangan telah 
selesai atau justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
ynag lebih tinggi derajatnya. Jadi hak menguji material berkaitan dengan 
isi dari suatu peraturan perundang-undangan dalam hubungannya dengan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. 
 
 Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip Ni’matul Huda, terdapat tiga 
kategori besar pengujian peraturan perundang-undangan (dan perbuatan 
administrasi negara), yaitu pengujian oleh badan peradilan (judicial review), 
pengujian oleh badan yang bersifat politik (political review), dan pengujian oleh 
pejabat atau badan administrasi negara (administrative review).15 Political review 
dalam hal ini disamakan dengan legislative review, sedangkan administrative 
review serupa dengan executive review. 
                                                          
14  Sri Soemantri, Hak Uji Material di Indonesia, Bandung: Alumni, 1997, hlm. 6 
15  Imam Soebechi, Judicial Review di Indonesia, Varia Peradilan Tahun XXVI Nomor 299 
Oktober 2010, hlm. 19 
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a. Uji materil oleh badan peradilan (judicial review) 
Judicial review merupakan bagian dari prinsip kontrol secara judicial 
atas produk peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan 
norma hukum secara hierarkis. Dengan kata lain, judicial review merupakan 
suatu proses untuk menguji tingkat konstitusionalisme suatu produk hukum 
badan legislatif atau badan eksekutif. Rumusan tersebut di atas 
mengindikasikan tiga elemen pokok tentang judicial review, yaitu pertama, 
badan yang melaksanakan judicial review adalah badan/lembaga kekuasaan 
kehakiman; kedua, adanya unsur pertentangan antara norma hukum yang 
derajatnya dibawah dan norma hukum yang derajatnya di atas; dan ketiga, 
objek yang diuji adalah lingkup tindakan atau produk hukum badan 
legislatif dan ketetapan kepala eksekutif.16  
b. Uji materil oleh eksekutif (executive review) 
Executive review adalah uji materil yang dilakukan lembaga eksekutif 
terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh 
pihak executive. Dalam hubungan ini, maka objek executive review  lebih 
terhadap keputusan yang bersifat abstrak dan mengatur, serta mengikat 
secara umum atau yang dikenal dengan istilah ‘regeling’ 
c. Uji materil oleh legislatif (legislative review) 
Legislative review adalah uji materil yang dilakukan lembaga 
legislatif terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam praktik 
ketatanegaraan indonesia, legislative review dilakukan oleh Dewan 
                                                          




Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang (Perpu). Berdasarkan  Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) UUD 
NRI 1945, peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang yang 
dibuat oleh presiden harus mendapat persetujuan DPR. Dalam mekanisme 
inilah DPR memiliki peran legislative review. 
 
i) Pengujian terhadap Undang-Undang 
Kewenangan konstitusional yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, 
sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 
disebutkan: 
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa 
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan 
memutus perselisihan tentang hasil pemilu.” 
 
Berdasarkan norma pasal dalam UUD 1945 di atas, lembaga negara 
yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas tidaknya suatu undang-
undang adalah Mahkamah Kosntitusi. Proses dan sifat kewenangan 
Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 
dilakukan sejak dari mengadili pada tingkat pertama hingga tingkat terakhir 
yang putusannya bersifat final. Final artinya tidak ada upaya hukum lainnya 
terhadap/atas putusan itu.  
Kewenangan ini juga telah dikonkretisasi pada norma setingkat 




 tentang Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menegaskan bahwa: 
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 
dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal menguji UU 
terhadap UUD 1945.” 
 
ii) Pengujian terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-
Undang 
Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 
terhadap undang-undang merupakan bentuk pengujian yang objeknya 
adalah seluruh peraturan yang bersifat mengatur, abstrak san mengikat 
secara umum yang derajatnya di bawah undang-undang.  
Peraturan perundang-undanagan di bawah undang-undang dikenal 
dengan executive act, antara lain:17 peraturan pemerintah, peraturan 
presiden, peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Lembaga yang 
berwenang melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di 
bawah undang-undang adalah Mahkamah Agung. Dasar hukumnya adalah 
norma yang ada dalam Pasal 24A UUD 1945: 
“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, 
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan 
mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. 
 
C. Peraturan Kebijakan 
1. Pengertian Peraturan Kebijakan  
  Munculnya konsep peraturan kebijakan dalam sistem hukum di 
Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat tentunya tidak dapat lepas dari 
                                                          
17 I Gde Pantja & Suprin Na’a, Op.Cit, hlm. 123 
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kekuasaan bebas (freies Ermessen, diskresi18) yang dimiliki oleh 
pemerintah. Eksistensi peraturan kebijkan tersebut merupakan 
konsekuensi atas negara hukum kesejahteraan yang membebankan tugas 
yang sangat luas, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan rakyat (Welfare 
State), kepada pemerintah. Tugas-tugas pemerintahan dapat 
diselenggarakan jika pemerintah diberi kebebasan untuk mengambil 
kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi faktual. Kebijakan-kebijakan 
pejabat administrasi negara itu kemudian dituangkan dalam bentuk 
peraturan kebijakan. 
  Peraturan kebijakan atau yang dalam bahasa Belanda dikenal 
dengan istilah  beleidsregel, pengertiannya tidak dapat dirujuk pada 
peraturan perundang-undangan karena tidak adanya peraturan 
perundang-undangan yang mengatur peraturan kebijakan. Undang-
undang  No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan tidak memberikan pengertian yang komprehensif tentang 
peraturan kebijakan. 
  Oleh karena itu, untuk mengonstruksikan pengertian peraturan 
kebijakan, dilakukan dengan mengacu pada pendapat para ahli hukum. 
Laica Marzuki mendefinisikan peraturan kebijakan dengan mengacu 
pada tiga komponen peraturan kebijakan. Pertama, peraturan kebijakan 
dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara sebagai perwujudan 
                                                          
18 Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh 
pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, 
tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. (Lihat, Pasal 1 angka 9 UU 
No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) 
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penggunaan diskresi dalam bentuk tertulis yang diumumkan keluar lalu 
mengikat para warga. Kedua, isi peraturan kebijakan memuat aturan 
umum tersendiri yang melampaui cakupan kaidah peraturan perundang-
undangan yang dibuatkan pengaturan operasional. Ketiga, badan atau 
pejabat tata usaha negara yang membuat peraturan kebijakan tidak 
memiliki kewenangan perundang-undangan.19 
  Bagir Manan juga memberikan pandangan yang serupa. 
Menurutnya salah satu ciri utama peraturan kebijakan adalah tidak 
adanya wewenang pemerintah membuat peraturan tersebut. Tidak adanya 
wewenang dalam hal ini perlu diinterpretasikan sebagai tidak adanya 
peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan 
kewenangan pada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan kebijakan 
tersebut. Walaupun tidak ada kewenangan yang diberikan namun 
seringkali permasalahan yang ada membuat pemerintah tidak dapat 
menyelesaikannya jika hanya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang ada. Dalam sudut pandangan keadaan yang mendesak 
inilah peraturan kebijakan menjadi relevan untuk dibuat oleh pemerintah.   
  Menurut Philipus Hadjon, suatu peraturan kebijakan pada 
hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang 
bertujuan menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis tanpa didasarkan 
pada kewenangan pembuatan peraturan dari badan atau pejabat tata usaha 
                                                          
19 Laica Marzuki, Peraturan Kebijakan (Beleidsregel): Hakikat serta Fungsinya Selaku Sarana 
Hukum Pemerintahan, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010, hlm. 58 
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negara yang menciptakan peraturan kebijakan tersebut.20 Philipus 
Hadjon, seperti halnya Jimly Asshiddiqie dan Bagir Manan 
menggolongkan peraturan kebijakan bukan sebagai peraturan perundang-
undangan. 
  Jika mengacu pada tujuan diskresi menurut pendapat Darumurti, 
maka peraturan kebijakan merupakan produk dari tindakan pemerintahan 
yang berkaitan dengan pelayanan publik yang harus diberikan 
pemerintah. Pemerintah dalam fungsinya memberikan pelayanan publik 
harus aktif berperan mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi 
masyarakat. Dengan demikian pemerintah tidak boleh menolak untuk 
bertindak dengan dalih terjadi kekosongan pengaturan hukum.21 
 
2. Karakteristik Peraturan Kebijakan  
 Pada tataran praksis penyelenggaraan pemerintahan, peraturan 
perundang-undangan dan peraturan kebijakan memang hidup 
berdampingan. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Abdul 
Hamid S. Attamimi bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, 
terdapat dua jenis peraturan yang dapat berlaku secara berdampingan, 
yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan.22 
  Dalam hal tertentu, bentuk formal peraturan kebijakan sering tidak 
berbeda atau tidak dapat dibedakan dari format peraturan perundang-
                                                          
20 Victor Imanuel, Konsep Uji Materil, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 35 
21 Krishna D. Darumurti, Kekuasaan Diskresi Pemerintah, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, 
hlm. 57-58 
22 Hotma P. Sibuea, Op.Cit. hlm. 102 
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undangan. Hal tersebut membuat orang awam tidak mudah membedakan 
antara keduanya. 
  Van Kreveld mengemukakan unsur yang membedakan peraturan 
kebijakan dari peraturan perundang-undangan secara lebih luas. Secara 
singkat, Van Kreveld mengemukakan bahwa peraturan kebijakan memiliki 
ciri-ciri sebagai berikut:23 
1) Peraturan itu, langsung ataupun tidak langsung, tidak berdasar 
pada ketentuan formele wet (undang-undang) ataupun 
Grondwet (Undang-undang Dasar) yang membrikan 
kewenangan mengatur, dengan perkataan lain tidak mempunyai 
dasar hukum yang tegas dalam wet.  
2) Peraturan itu dapat: 
a. Tidak tertulis, kemudian terjadi serangkaian keputusan 
instansi pemerintah yang berdiri sendiri dalam rangka 
menyelenggarakan kewenangan pemerintah yang tidak 
terikat; 
b. Ditetapkan dengan tegas secara tertulis oleh suatu instansi 
pemerintah. 
3) Peraturan itu pada umumnya menunjukkan bagaimana suatu 
instansi pemerintah akan bertindak, dalam menyelenggarakan 
kewenangan pemerintah yang tidak terikat, terhadap setiap 
                                                          
23 Ibid, hlm. 105 
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orang dalam situasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan 
itu. 
  Menurut Laica Marzuki karakteristik peraturan kebijakan ialah:24 
1. Freis ermessen; 
2. Tertulis;  
3. Bukan bagian dari perundang-undangan; 
4. Tidak dapat diajukan ke pengadilan 
  Adapun tiga komponen utama dari peraturan kebijakan menurut 
Laica Marzuki, yakni:25 
1. Komponen subjektum 
Peraturan kebijakan (beleidsregel) dibuat badan atau pejabat tata 
usaha negara sebagai perwujudan penggunaan freis ermessen 
(discretionary power) dalam bentuk tertulis yang diumumkan 
keluar lalu mengikat keluar. 
2. Komponen materi 
Isi Peraturan kebijakan (beleidsregel) memuat aturan umum 
(algemene regel) tersendiri yang melampaui cakupan kaidah 




                                                          
24 Abdul Razak, Disertasi: Kedudukan dan Fungsi Peraturan Kebijakan tentang Perizinan 
dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Unhas, 
2005, hlm. 34  
25 Ibid, hlm. 33 
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3. Komponen kewenangan (bavoegheid) 
Badan atau pejabat tata usaha negara yang membuat peraturan 
kebijakan tidak memiliki kewenangan perundang-undangan 
namun secara tidak langsung mengikat warga negara 
sebagaimana halnya dengan kaidah-kaidah “juridische regels”.  
  Tanda pengenal utama beleidsregel adalah pengaturannya tidak 
secara tegas diperintahkan Undang-Undang Dasar atau undang-undang. 
Dengan kata lain, tidak ada atribusi kewenangan reglementer dari 
Undang-Undang Dasar dan undang-undang kepada pejabat atau badan 
administrasi negara untuk mengeluarkan dan menetapkan beleidsregel.26 
 
3. Bentuk-bentuk Peraturan Kebijakan 
 Peraturan kebijakan memiliki bentuk yang khas dan berbeda 
dengan peraturan perundang-undangan. Jika mengacu pada jenis 
peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang. No. 12 tahun 
2011, maka akan terlihat ke khasan bentuk peraturan kebijakan. 
Peraturan kebijakan dapat dibentuk dalam berbagai bentuk dokumen 
tertulis yang bersifat membimbing, menuntun, memberi arahan 
kebijakan, dan mengatur suatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan.27 
                                                          
26 Arini Nur Annisa, Skripsi: Tinjauan yuridis Kewenangan Mahkamah Agung Terhadap Hak 
Uji Materil Surat Edaran Direktur Jendral Mineral Batu Bara dan Panas Bumi 
No.03/E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin, 2014, hlm. 48 
27 Victor Imanuel, Op.Cit, hlm. 75 
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Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam praktiknya di Indonesia, peraturan 
kebijakan dapat dibuat dalam bentuk-bentuk seperti:28 
a) Surat edaran 
b) Surat perintah  atau instruksi, contoh: instruksi presiden; 
c) Pedoman kerja atau manual; 
d) Petunjuk pelaksanaan (Juklak); 
e) Petunjuk Teknis (Juknis); 
f) Buku panduan atau ‘guide’ (guidance); 
g) Kerangka acuan atau Term Of Reference (TOR); 
h) Desain kerja atau desain proyek (Project Design); 
 Di sisi lain, Bagir Manan menggolongkan beberapa jenis peraturan  
kebijakan yang sedikit berbeda dengan yang dipaparkan oleh Jimly 
Asshiddiqie. Menurutnya paling tidak terdapat lima bentuk peraturan 
kebijakan. Bentuk kebijakan tersebut antara lain;29 
1. Peraturan kebijakan yang berbentuk peraturan. 
Sebagai contoh bentuk peraturan kebijakan yang berbentuk 
peraturan adalah Permendagri No.4 Tahun 1976 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-Urusan Dari Daerah 
Tingkat I Kepada Daerah Tingkat II. 
2. Peraturan kebijakan yang berbentuk keputusan. 
Peraturan kebijakan yang berbentuk keputusan bukanlah KTUN. 
Sifat substansinya berbeda dengan KTUN yang bersifat konkret, 
                                                          
28 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit, hlm. 274 
29 Bagir Manan dan Kunta Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, 
Bandung: Alumni, 1997, hlm. 171 
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individual, dan final. Contoh peraturan kebijakan yang berbetuk 
keputusan adalah Keppres No. 29 Tahun 1984 tentang 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
3.  Surat edaran 
Administrasi negara sebagai pelaksana suatu kebijakan tidak 
dapat begitu saja menyampingkan surat edaran. Walaupun surat 
edaran bukan merupakan suatu ketentuan hukum tetapi 
merupakan manifestasi dari kebebasan bertindak yang melekat 
pada administrasi negara. Dalam administrasi negara juga 
berlaku asas mematuhi keputusan sendiri dan menjalankan 
dengan sungguh-sungguh kebijakan yang ditetapkan secara 
hierarkis dalam lingkungan administrasi negara yang 
bersangkutan. 
4.  Instruksi 
Instruksi merupakan suatu bentuk keputusan yang bersifat 
hierarkis, berlaku bagi jajaran administrasi negara di bawah 
pembuat instruksi. Berdasarkan isinya, terdapat instruksi yang 
merupakan peraturan kebijkan. Instruksi tentang kebijakan 
konkret tertentu (khusus) tidak dapat dimasukkan sebagai 
peraturan kebijakan. Instruksi untuk melaksanakan tugas 
tertentu bukanlah peraturan kebijakan jika disertai dengan 




5.  Pengumuman tertulis 
Sekitar tahun 1945-1949 cukup banyak dijumpai berbagai 
macam pengumuman atau maklumat. Namun maklumat yang 
ditetapkan pada waktu itu tidak selalu bersifat peraturan 
kebijakan.  Pengumuman sebagai peraturan kebijakan juga harus 
berbentuk tertulis dan bersifat umum. 
 
4. Uji Materil Peraturan Kebijakan 
 Kebutuhan untuk melakukan uji materiil peraturan kebijakan 
didasarkan pada dua alasan: Pertama, adanya alasan praktis yang 
didorong oleh kebutuhan, baik kebutuhan pemerintah maupun kebutuhan 
masyarakat. Masyarakat mengharapkan adanya jaminan perlindungan 
hukum dari tindakan badan atau pejabat pemerintah. Sebaliknya, bagi 
badan atau pejabat pemerintah merupakan batasan atau dasar untuk 
bertindak secara bebas dalam membentuk peraturan kebijakan yang dapat 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum tidak 
tertulis; Kedua, adalah alasan teoretis yang didorong oleh perkembangan 
hukum administrasi. Konsep keputusan (besluit), dalam perkembangan 
hukum administrasi, mendapat pengertian baru dan luas serta merupakan 
instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.30 
 Di samping itu, pengujian peraturan kebijakan diperlukan demi 
ketertiban norma-norma hukum (tata hukum) dan mencegah 
                                                          
30 Abdul Latief, Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan 
Daerah, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 239 
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kesewenang-wenangan atau kelalaian pejabat administrasi negara yang 
memiliki kebebasan untuk menetapkan suatu kebijakan  
 Dalam sistem hukum Indonesia terdapat dua lembaga peradilan 
yang memiliki kewenangan untuk melakukan judicial review, yakni 
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Jika dikaitkan dengan 
peraturan kebijakan, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang karena 
Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan menguji undang-
undang terhadap UUD NRI 1945. Sementara Mahkamah Agung, 
kewenangannya dalam judicial review merupakan kewenangan atributif 
yang berasal dari UUD NRI 1945 dalam Pasal 24A yang menyatakan 
bahwa: 
“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, 
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, 
dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-
undang.” 
 
 Berdasarkan hierarki dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 12 
Tahun 2011, peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang 
meliputi: 
a. Peraturan Pemerintah; 
b. Peraturan Presiden; 
c. Peraturan Daerah Provinsi; 
d. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
 Selain empat jenis peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat 
pula jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang berada di bawah 
undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang 
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No. 12 Tahun 2011. Jenisnya meliputi (dengan tidak menyebut nama 
nomenklaturnya) peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah 
Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi 
Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang 
setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas 
perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 
Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, 
Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.  
 Selanjutnya,  Pasal 8 ayat (2) memberikan batasan peraturan-peraturan 
yang dikeluarkan oleh pejabat/lembaga tersebut dapat diakui 
keberadaannya, jika pembentukannya diperintahkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan 
kewenangan.31 
 Berdasarkan batasan yang diberikan oleh pasal 8 ayat (2), maka 
peraturan kebijakan dengan bemtuk surat edaran, instruksi dan peraturan-
peraturan lainnya yang menggunakan nomenklatur peraturan kebijakan 
(peraturan kebijakan secara formal) tidak dapat di uji oleh Mahkamah 




                                                          




D. Surat Edaran Mahkamah Agung 
 Pada awalnya, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dibentuk 
berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1950 
tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung 
Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang 
berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan di 
bawahnya. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung 
berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang 
dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para hakim 
tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran. 33 
 Sejarah telah mencatat, sejak tahun 1951, Mahkamah Agung telah 
mengeluarkan atau menerbitkan SEMA yang dikenal dengan SEMA No. 1 
tahun 1951, tanggal 20 Januari 1951, Perihal Tunggakan Perkara di 
Pengadilan Negeri. Sejak saat itu, bermunculan SEMA rata-rata lima sampai 
enam buah pada setiap tahun. Ada yang berisi petunjuk saja, ada yang berisi 
teguran atau peringatan semata. Ada pula yang sekaligus berisi teguran dan 
perintah yang disertakan dengan petunjuk.  
 Sejak tahun 1951, Mahkamah Agung memiliki kekuasaan (power) dan 
kewenangan (authority) menerbitkan SEMA berdasarkan Undang-undang 
No. 30 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung Indonesia. Kekuasaan dan 
kewenangan itu dicantumkan pada Pasal 131, yang menyatakan: 
                                                          
33 Irwan Adi Cahyadi, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum 
Positif di Indonesia, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014 
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“Jika dalam jalan pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam undang-
undang, maka Mahkamah Agung dapat menentukan secara langsung 
bagaimana soal itu harus dibicarakan.” 
 
 Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 131 Undang-undang No. 30 Tahun 
1950, eksistensi SEMA sejak tahun 1950 memiliki landasan legalitas 
(legality) secara konstitusional sehingga isi maupun petunjuk yang 
digariskan di dalamnya mengikat untuk ditaati dan diterapkan oleh hakim 
dan pengadilan.34 
 Pada saat sekarang, landasan hukum kekuasaan dan kewenangan 
Mahkamah Agung menerbitkan SEMA diatur pada Pasal 32 ayat (4) 
Undang-undang Mahkamah Agung yang berbunyi: 
“Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau 
peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua 
lingkungan peradilan.” 
 
 Ketentuan ini secara substansial pada prinsipnya sama dengan yang 
terkandung pada Pasal 131 Undang-undang No. 30 Tahun 1950 yang 
menyebutkan: 
a) Memberi kekuasaan dan kewenangan kepada ma untuk mengeluarkan 
atau menerbitkan sema; 
b) Isi yang dituangkan di dalamnya dapat berisi petunjuk, teguran, atau 
peringatan maupun perintah; 
c) Bisa berlaku umum untuk semua lingkungan peradilan, tetapi boleh 
juga diterbitkan sema yang hanya berlaku pada datu lingkungan 
peradilan tertentu. 
                                                          
34 M. Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan 






A. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini ialah penelitian yurudis-
normatif. Penelitian tipe ini sebagaimana lazim disebut studi dokmatik atau 
penelitian doktrinal (doctrinal research).35 Melalui pendekatan yuridis 
normatif, penulis mempelajari dan menelaah hal yang bersifat teoritis 
menyangkut norma atau kaidah dasar, asas-asas dan teori hukum, doktrin, 
yurisprudensi, serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang 
mencakup substansi, materi, kekuatan mengikat dan sinkronisasi peraturan 
perundang-undangan secara vertikal maupun horisontal. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
 Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah secondary data 
atau data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum 
yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder terdiri dari bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai 
kekuatan mengikat di masyarakat. Tercakup di dalamanya produk 
                                                          




hukum nasional, misalnya UUD NRI 1945, berbagai peraturan 
perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat dan sebagainya. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang sifatnya memberi 
penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi buku, 
jurnal hukum, makalah, dan bahan yang bersumber dari internet 
yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang 
diteliti. 
c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk 
atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder, berupa kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
Blacks Law Dictionary maupun Ensiklopedia. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun skripsi 
ini yaitu melalui penelitian kepustakaan (Library Research). Dilakukan 
dengan membaca dan menelaah serta mengutip hal-hal yang dianggap 
penting dari data-data primer berupa perundang-undangan dan data-data 
skunder yang diperoleh dari buku, jurnal,  majalah, karya tulis, media 
cetak, ataupun media internet, serta media elektronik  yang memiliki 





D. Analisis data 
  Data-data yang telah dikumpulkan, baik data primer maupun data 
sekunder, diolah dengan teknik kualitatif. Data yang diperoleh kemudian 
diuraikan dalam bentuk kalimat-kaliamat yang tersusun secara sistematis, 
sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti. 
Analisis data kualitatif dilakukan dengan mengolah data secara deduktif, 
yaitu dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti 






A. Dasar Pembentukan Surat Edaran Mahkamah Agung 
 Pada mulanya, ketentuan yang mengatur Mahkamah Agung adalah Undang-
undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan-Pengadilan 
Mahkamah Agung Indonesia. Undang-undang tersebut menempatkan Mahkamah 
Agung sebagai pengawas tertingi atas pengadilan-pengadilan federal. Untuk 
menjalankan tugasnya, Mahkamah Agung diberikan kewenangan mengeluarkan 
SEMA sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 
1950. 
“Tingkah-laku perbuatan (pekerjaan) pengadilan-pengadilan tersebut dan 
para Hakim di pengadilan-pengadilan itu diawasi dengan cermat oleh 
Mahkamah Agung. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah 
Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-
petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan 
dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat 
edaran.” 
 
 Berangkat dari ketentuan tersebut, pada tanggal 20 Januari 1951 Mahkamah 
Agung mengeluarkan surat edaran yang pertama yakni SEMA No. 1 Tahun 1951 
perihal Tunggakan-tunggakan Perkara di Pengadilan Negeri yang berisi perintah 
Hakim Pegadilan Negeri untuk menyelesaikan dan memutus perkara sekurang-
kurangnya enam puluh perkara pidana tiap bulan.  
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 Sejak saat itu, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran setiap 
tahunnya hingga tercatat di penghujung tahun 2015, sekitar 347 buah SEMA yang 
diterbitkan. 36 
 Kini untuk melihat pijakan hukum lahirnya SEMA, tentu merujuk pada 
Undang-undang Mahkamah Agung sebagai payung hukum dari keberlakuan 
SEMA itu sendiri. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pada Pasal 32,  
mengamanatkan: 
(1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap 
penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada 
di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. 
(2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah 
Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas 
administrasi dan keuangan. 
(3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang 
hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan 
peradilan yang berada di bawahnya. 
(4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau 
peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada 
di bawahnya.  
(5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan 
hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. 
 
  Uraian pasal di atas mendudukkan Mahkamah Agung sebagai pengawas 
tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan. Olehnya itu, 
Mahkamah Agung diberikan kewenangan sebagaimana tercantum pada ayat (4), 
                                                          
36 Data diperoleh dari sumber: http://jdih.mahkamahagung.go.id, diakses pada Senin, 2 
November 2015 pukul 20.00 wita 
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untuk memberi petunjuk, teguran atau peringatan kepada pengadilan  di semua 
badan peradilan yang berada di bawahnya.  
 Disamping itu, fungsi pengawasan Mahkamah Agung juga digariskan 
pada Pasal 39 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 
yang berbunyi: 
(1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua 
badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam 
menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah 
Agung. 
(2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah 
Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas 
administrasi dan keuangan. 
(3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh 
Mahkamah Agung. 
(4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam 
memeriksa dan memutus perkara. 
 
  Pada perkembangannya, SEMA diterbitkan dengan latar belakang yang 
beragam. Penulis mengambil beberapa contoh SEMA untuk menelaah materi 
muatan dan mengidentifikasi alasan pembentukannya:  
1. SEMA No. 2 tahun 1962 perihal Cara Pelaksanaan Sita atas Barang-
barang yang Tidak Bergerak 
Mahkamah Agung dalam surat edaran ini memberikan instruksi kepada 
Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia untuk memerintahkan 
kepada semua juru sita yang berada di bawah pengawasannya agar dalam 
melakukan penyitaan, dilakukan di tempat di mana barang-barang tersebut 
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terletak guna mencocokkan batas-batasnya dan dengan disaksikan oleh 
Pamong Desa.  
Terbitnya surat edaran ini didasari oleh laporan yang masuk ke Mahkamah 
Agung bahwa seorang juru sita dari suatu Pengadilan Negeri dalam 
melakukan sita atas barang-barang yang tidak bergerak (misalnya sawah, 
tanah pekarangan, dsb.), tidak pergi ke tempat dimana barang-barang itu 
terletak, melainkan hanya dilakukan di kediaman orang yang menguasai 
barang-barang tersebut, hingga memungkinkan terjadinya kekeliruan.  
2. SEMA No. 5 Tahun 1971 perihal Ketua Majelis Hakim  
Dalam surat edaran ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk kepada 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dengan penjelasan sebagai 
berikut: 
“Ketua/Wakil Ketua Pengadilan selalu bertindak sebagai Ketua 
Majelis dalam sidang pemeriksaan perkara perdata dan pidana 
dengan catatan, bahwa Wakil Ketua Pengadilan dapat duduk 
sebagai anggota majelis, jika yang bertindak sebagai Ketua Majelis 
adalah Ketua Pengadilan. Apabila majelis terdiri dari hakim-hakim 
bukan ketua dan wakil ketua pengadilan, maka hakim yang tertua 
dalam jabatan hakim harus bertindak  sebagai Ketua Majelis.” 
 
Mahkamah Agung menerbitkan surat edaran ini sehubungan pertanyaan 
yang diajukan oleh beberapa pengadilan mengenai Ketua Majelis Hakim 





3. SEMA No. 15 Tahun 1964 perihal Cara Penyelesaian Perkara-Perkara 
yang Berhubungan dengan Kegiatan Subversi  
Surat edaran ini lahir berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia 
No. 015 Instr/Tahun 1964. Dalam SEMA tersebut Mahkamah Agung 
menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Negeri supaya 
bertindak berani, cepat dan tegas dalam menyelesaikan perkara-perkara 
yang berhubungan dengan kegiatan subversi. 
4.   SEMA No. 8 Tahun 1979 perihal Tugas Khusus Pengadilan Negeri 
Mahkamah agung menerima surat Menteri Dalam Negeri yang isinya 
meminta bantuan kepada Mahkamah Agung untuk memberikan instruksi 
kepada semua Pengadilan Negeri agar memprioritaskan pemeriksaan 
perkara-perkara yang mengganggu atau dapat dianggap menghambat 
kelancaran pelaksanaan pemilu. 
Memperhatikan surat tersebut, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan 
SEMA No. 8 Tahun 1979 perihal Tugas Khusus Pengadilan Negeri untuk 
Pemilihan Umum yang isinya merujuk pada Surat Menteri Dalam Negeri. 
5. SEMA No. 4 Tahun 1993 
Serat edaran ini berisi petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian perkara 
pelanggaran lalu lintas jalan tertentu. Sebelumnya, Ketua Mahkamah 
Agung bersama Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian 
Republik Indonesia telah membuat kesepakatan pada tanggal 20 Juli 1993 
terkait persoalan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas 
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Jalan tertentu. Untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut, 
Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 4 Tahun 1993. 
6.    SEMA No. 8 tahun 2009 tentang Pelaksanaan Eksekusi Putusan 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang Salah Satu Pihak dalam 
Sengketanya Adalah P4P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan). 
Dalam SEMA No. 8 tahun 2009 dijelaskan bahwa pada praktinya, 
terhadap  putusan P4P dapat dimintakan fiat eksekusi (permintaan agar 
putusan P4P dapat dilaksanakan) ke Pengadilan Negeri berdasarkan 
Undang-undang No. 2 Tahun 1957. Namun dengan dikeluarkannya 
Undang-undang No. 2 Tahun 2004 maka Undang-undang No. 2 Tahun 
1957 telah dinyatakan tidak berlaku. Oleh karenya, fiat eksekusi 
kehilangan pijakan hukum dan terjadi kekosongan hukum. Untuk mengisi 
kekosongan hukum tersebut Mahkamah Agung dalam SEMA No. 8 tahun 
2009 memberikan pedoman agar terkait persoalan fiat eksekusi, diproses 
dengan mengacu pada SEMA No, 1 Tahun 1980 perihal Pelaksanaan 
Putusan-putusan PPPP Pengadilan Tinggi yang Diadakan di Daerah.  
7. SEMA No. 4 Tahun 2012 tentang perekaman Proses Persidangan.  
Dalam Surat edaran ini Mahkamah Agung mengatur bahwa perekaman 
audio visiual perlu dilakukan dan merupakan komplemen dari berita 
acaara persidangan. 
Sebelumnya, pengaturan tentang berita acara sidang yang diatur dalam 
Pasal 202 KUHAP, tidak menyebutkan perihal perekaman audio visual. 
Namun untuk memastikan pelaksanaan persidangan yang lebih transparan, 
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akuntabel dan teratur, maka Mahkamah Agung menganggap perlunya 
dilakukan perekaman audio visual secara sistematis, teratur dan tidak 
terpisahkan dari prosedur tetap persidangan, maka dikeluarkanlah SEMA 
yang mengatur hal tersebut. 
8. SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana 
(Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice 
Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.  
Mahkamah Agung melalui SEMA No. 4 Tahun 2011 merumuskan 
pedoman-pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang 
melibatkan pelapor tindak pedana (whistleblower) dan pedoman untuk 
menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (justice 
collaborator). 
Perlindungan terhadap Whistleblower dan Justice Collaborators memang 
telah diatur dalam Pasal 10 Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban. Namun dalam ketentuan tersebut, masih 
memerlukan pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya, sehingga 
Mahakamah Agung mengeluarkan surat edaran ini.  
9.   SEMA No. 1 Tahun 2002 
SEMA No. 1 Tahun 2002 pada intinya menginstruksikan para Ketua 
Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk 
meningkatkan pengawasan dan melakukan pemeriksaan intensif serta aktif 




Surat edaran ini lahir dikarenakan badan peradilan pada saat itu menjadi 
sorotan dan mendapat hujatan dari masyarakat dan juga media massa 
disebabkan perbuatan tidak terpuji para hakim atau pimpinan peradilan 
atau pejabat lain di lingkungan peradilan. Melaui surat edaran ini, 
Mahkamah Agung berupaya menata dan mengembalikan citra yang bersih 
berwiba, terhormat dan dihormati 
10. SEMA No. 10 tahun 2005 yang berisi bimbingan dan petunjuk pimpinan 
pengadilan terhadap hakim/majelis dalam menangani perkara agar tercipta 
pengontrolan yang efektif dari Ketua Pengadilan/Pimpinan Pengadilan 
terhadap pelaksana tugas para hakim. Surat edaran ini dilatarbelakangi  
karena badan perdilan kembali menjadi sorotan disebabkan putusan atau 
penetapan hakim menuai kritik dan reaksi negatif dari masyarakat yang 
berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga 
peradilan. 
11. SEMA No. 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan 
Kembali 
Mahkamah Agung melalui surat edaran ini memberikan petujuk mengenai 
permohon peninjauan kembali. Mahkamah agung menegaskan bahwa 
permohonan peninjauan kembali dalam perkara yang sama yang diajukan 
lebih dari satu kali baik dalam perkara pidana maupun perdata 
bertentangan dengan undang-undang.  
Undang-undang telah mengatur bahwa Peninjaunan kembali merupakan 
upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan satu kali. Namun 
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berdasarkan pantauan Mahkamah Agung, masih ada permohonan 
peninjauan kembali dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih 
dari satu kali. Oleh karena itu Mahkamah Agung melalui surat edaran 
tersebut memberikan petunjuk terkait peninjauan kembali berdasar 
ketentuan undang-undang. 
12. SEMA No. 2 Tahun 1997  
Mahkamah Agung melalu surat edaran ini menegaskan  kembali aturan 
terkait pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan. Diterbitkannya 
surat edaran ini disebabkan masih terdapat berkas perkara yang 
dimohonkan kasasi/peninjauan kembali ke Mahkamah Agung  dari 
peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata 
usaha negara tidak memenuhi syarat-syarat kelengkapannya, sehingga 
memperlambat proses penyelesasian perkara tersebut  
13. SEMA No. 10 Tahun 1969 perihal Sidang Majelis 
Pada praktiknya, dalam pemeriksaan perkara-perkara di persidangan baik 
tingkat pertama ataupun banding masih sering dilakukan oleh hakim 
tunggal. Mahkamah Agung melalui surat edaran ini menegaskan kembali 
bahwah undang-undang menetapkan untuk sahnya suatu sidang diperlukan 






  Berdasarkan beberapa contoh SEMA di atas, penulis mengidentifikasi latar 
belakang diterbitkannya SEMA, sebagaimana yang ditabulasikan pada Tabel 1 
berikut: 
Tabel 1. Latar belakang penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 
No. Dasar Penerbitan Keterangan 
1 Adanya laporan dari pencari keadilan (yustisiabel) Pasif 
2 Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan ke 
Mahkamah Agung. Pertanyaan-pertanyaan ini baik terkait 
penjelasan atau keberlakuan suatu undang-undangan 
maupun teknis beracara di persidangan 
Pasif 
3 Menindaklanjuti instruksi dari Presiden atau Pemerintah 
terkait 
Proaktif 
4 Sehubungan dengan surat yang dikirim oleh instansi 
pemerintah 
Proaktif 
5 Menindaklanjuti kesepakatan atau hasil musyawarah 
dengan instansi pemerintah lain dalam membahas hal-hal 
yang berkaitan dengan hukum dan peradilan 
Pasif 
6 Mengisi kekosongan hukum Proaktif 
7 Melengkapi kekurangan hukum Proaktif 
8 Upaya dalam menangani sorotan masyarakat terhadap 
badan peradilan 
Proaktif 
9 Penyelenggaraan peradilan yang tidak sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 
Proaktif 
Sumber: Hasil olah data primer, 2015. 
  Di samping beberapa alasan diterbitkannnya SEMA di atas, ada kalanya 
surat edaran lahir semata-mata sebagai bentuk pemberian petunjuk atau peringatan 
oleh Mahkamah Agung untuk mengantisipasi keadaan tertentu yang sedang terjadi 
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dalam kehidupan masyarakat.37 Dengan demikian, sifatnya bukan berisi 
tanggapan dan pernyataan atau ketetapan hukum terhadap permasalahan 
perlindungan hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung, melainkan sekadar 
penggarisan kebijakan yang harus dipedomani penyelenggaran peradilan di semua 
lingkungan peradilan. Tanpa ada permintaan dari pihak manapun secara proaktif 
Mahkamah Agung dapat memberi dan menyampaikan petunjuk, teguran atau 
peringatan terhadap pengadilan yang tidak sesuai dengan hukum acara yang 
berlaku.  
  Sementara itu, SEMA ditinjau dari bentuknya juga beragam. Penulis 
mengklasifikasikan beberapa contoh SEMA berdasarkan bentuknya (Tabel 2). 
 
Tabel 2. Dasar dan Bentuk Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 
Bentuk No. SEMA Perihal 
Memberi Instruksi 
No. 4 Tahun 1971 
Biaya Kasasi Perdata Harus 
Dikirim dengan Wesel Pos 
No. 2 Tahun 1975 




No. 1 Tahun 1976 
Hal-hal yang Perlu Dilaksanakan 
Demi Kelancaran Pelaksanaan 
Mutasi 
No. 7 Tahun 2008 
Sita atas Rekening Giro Wajib 




No. 4 Tahun 1972 
Pelaksanaan Sistem Tilang dalam 
Mana Salah Seorang yang Diadili 
adalah Anggota ABRI 
No. 4 Tahun 1962 Penyelesaian Perkara-perkara 
Memberi Pendapat 
 
No. 9 Tahun 1964 Putusan Verstek 
No. 1 Tahun 1985 
Kekuatan Pembuktian Berita 
Acara Pemeriksaan Saksi dan 
                                                          
37 Thalis Noor Cahyadi, “Efektivitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan (Studi Pada Posbakum 




Visum Et Repertum yang Dibuat 
di Luar Negeri oleh Pejabat Asing 
Pemberitahuan 
 
No. 3 Tahun 1969 
Istirahat di Luar Tanggungan 
Negara bagi Para Hakim 
No. 10 Tahun 1964 




No. 7 Tahun 1962 
Penata Hukum yang Berijazah CII 
dan Doktoral I 
No. 3 Tahun 1959 
 
Saran Memeriksa Perkara Pidana 
dengan Pintu Tertutup Terhadap 
Anak yang Menjadi Terdakwa 
Memutuskan 
 
No. 2 Tahun 1965 Perubahan Aturan Bea Materai 
Memerintahkan 
 
No. 1 Tahun 1965 Risalah Kasasi 
No. 1 Tahun 1992 
Tugas Khusus Pengadilan 




No. 7 Tahun 1969 
Mutasi Para Hakim dalam Rangka 
our of Duty/Area 
Memberi Penjelasan 
 
No. 5 Tahun 1992 
Pengiriman Laporan oleh 




No. 13 Tahun 1983 
Penerimaan atau Penolakan 
terhadap Keberatan Berdasarkan 




No. 2 Tahun 1968 
Mengadili Perkara-perkara dalam 
Hal Koneksitas 
Sumber: Hasil olah data primer, 2015. 
 
 Pada dasarnya, surat edaran dikeluarkan hanya sekadar menjelaskan atau 
memuat petunjuk teknis suatu peraturan umum. Dalam Surat Keputusan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang 
Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
menyebutkan pengertian surat edaran sebagai berikut: 
“Surat Edaran Mahakamah Agung adalah bentuk edaran pimpinan 
Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam 
penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi dan juga 
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memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan 
mendesak.” 
 
 Undang-undang memang memberikan kewenangan kepada Mahkamah 
Agung untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran 
penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur 
dalam undang-undang. Ketentuan tersebut ditegaskan pada Pasal 79 Undang-
undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung: 
“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan 
bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang 
belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.” 
  
 Selanjutnya, pada Pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung, menyebutkan: 
“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan 
hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat 
peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan 
tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang 
menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum 
atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.” 
 
 Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung 
dibedakan dan tidaklah sama dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk 
Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang 
ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan 
demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan 
tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur 




 Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung dalam membuat peraturan 
sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan dituangkan dalam 
bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Dengan kata lain, fungsi 
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah untuk menyelenggarakan aturan 
lebih lanjut atau mengisi kekosongan aturan yang berkaitan dengan lembaga 
peradilan dan hukum acara. Contohnya, PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai pengisi kekurangan hukum, dan PERMA 
No. 1 Tahun 2002 tentang Class Action atau gugatan perwakilan kelompok, 
sebagai pengisi kekosongan hukum. 
 PERMA jika ditinjau dari ketentuan yang digariskan dalam Undang-
undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, 
dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. 
 Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang Undangan-undangan, menyatakan: 
Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: 
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
c) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 
d) Peraturan Pemerintah; 
e) Peraturan Presiden; 
f) Peraturan Daerah Provinsi; dan 
g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
 
 Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (1), disebutkan: 
(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, 
Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, 
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Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk 
dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-
Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, 
Kepala Desa atau yang setingkat. 
 
 Kemudian Pasal 8 ayat (2) memberikan batasan peraturan-peraturan yang 
dikeluarkan oleh pejabat/lembaga tersebut dapat diakui keberadaannya, jika 
pembentukannya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 
 Bertitik tolak dari Pasal 8 ayat (1) dan (2) dan Pasal 79 Undang-undang 
No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menjelaskan bahwa PERMA 
termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Adapun SEMA, hanya sebatas 
bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang 
berisi petunjuk, teguran ataupun peringatan sebagai bentuk bimbingan dalam 
penyelenggaraan peradilan dan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. 
Petunjuk tersebut dapat berupa penjelasan atau penafsiran peraturan undang-
undang agar tidak terjadi disparitas dalam memberikan keadilan dalam 
penyelenggaraan praktek. 
 Sempitnya cakupan surat edaran bahkan ditegaskan dalam Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi 
Pemerintah, menyebutkan bahwa, “Surat edaran adalah naskah dinas yang 




Namun dalam kenyataannya, materi muatan yang terkandung dalam 
SEMA terkadang menerobos batasan-batasan yang telah digariskan. Beberapa 
contohnya telah penulis paparkan di atas, seperti   SEMA No. 8 tahun 2009 
tentang Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 
yang Salah Satu Pihak dalam Sengketanya Adalah P4P, yang diterbitkan untuk 
mengisi kekosongan hukum. Kemudian SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang 
Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang 
Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu 
yang nyatanya menjadi pelengkap dari kekurangan hukum. Padahal mengisi 
kekurangan hukum ataupun mengisi kekosongan hukum merupakan aspek atau 
lingkup pembuatan PERMA, namun sangat aneh sebab dijumpai dalam bentuk 
SEMA.  
 Surat edaran dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia diklasifikasikan 
sebagai salah satu bentuk peraturan kebijakan (beleidsregel) yang  lahir dari 
perkembangan konsep negara hukum modern atau yang lebih dikenal dengan 
nama welfare state atau welvaartstaat.  Welfare state menuntut pemerintah untuk 
terlibat hampir di semua lini kehidupan masyarakat. Segenap permasalahan yang 
muncul ditengah kondisi masyarakat yang kian dinamis menghendaki pemerintah 
untuk bertindak cepat dan luwes. 
  Sementara itu, pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerin-
tahan mesti ditopang aturan jelas yang memberikannya kewenangan untuk 
bertindak, atau dengan kata lain pemerintah harus senantiasa mengindahkan asas 
legalitas. Hal ini yang terkadang menjadikan pemerintah menemui titik buntu 
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tatkala dituntut untuk segera menangani suatu permasalahan, namun di sisi lain 
pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk bertindak sebab undang-undang 
belum mengaturnya. Maka dari itu lahirlah sebuah asas baru yang disebut diskresi 
atau freies ermessen.  
  Secara etimologi,  freies ermessen berasal dari kata frei yang berarti 
bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka, serta ermessen yang berarti 
mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan.38 Sementara dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diskresi didefinisikan sebagai kebebasan 
mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi.  
  Kebebasan bertindak dalam konsep diskresi tidak dapat dilakukan 
dengan benar-benar bebas. Pemberian kewenangan untuk bertindak atas inisiatif 
sendiri kepada pemerintah tentu saja harus berdasarkan pada beberapa alasan 
tertentu, agar dalam aplikasi diskresi tidak dilakukan secara sewenang-wenang, 
melainkan terikat kepada persyaratan yang bersifat kondisional. Tanpa kehadiran 
persyaratan kondisional, tindakan diskresi tersebut pada dasarnya tidak boleh 
dilakukan.  
  Ridwan HR merumuskan tiga alasan atau keadaan kondisional yang 
menjadikan pemerintah dapat melakukan tindakan diskresi, yaitu sebagai 
berikut:39 
1. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
penyelesaian in concreto terhadap suatu masalah, padahal masalah tersebut 
menuntut penyelesaian yang segera. 
                                                          
38 HR. Ridwan, 2008,  Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 177 
39 Ridawan HR, Op. Cit, hlm. 73  
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2. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tindakan aparat 
pemerintah telah memberikan kebebasan sepenuhnya. 
3. Adanya delegasi perundang-undangan, yaitu pemberian kekuasaan untuk 
mengatur sendiri kepada pemerintah yang sebenarnya kekuasaan ini 
dimiliki oleh aparat yang lebih tinggi tingkatannya. 
  Berdasarkan rumusan di atas, ketika salah satu keadaan yang dikemukakan 
itu terjadi, pemerintah dapat mengambil tindakan atas inisiatif sendiri (diskresi). 
Tindakan pemerintah tersebut dilakukan dengan menuangkan kebijakannya yang 
bersumber dari asas kebebasan bertindak dalam suatu bentuk formal tertentu yang 
disebut sebagai peraturan kebijakan. 
  Dari uraian singkat terkait kekuasaan bebas yang dipaparkan penulis di 
atas, maka jelaslah bahwa konsep kekuasaan bebas (diskresi, freies ermessen) 
adalah titik awal lahirnya suatu peraturan kebijakan. Asas diskresi merupakan 
dasar kewenangan bagi pejabat administrasi negara untuk menetapkan suatu 
kebijakan, sementara peraturan kebijakan adalah wujud formal kebijakan yang 
ditetapkan oleh pejabat administrasi negara berdasarkan asas diskresi tersebut.   
  Mengingat Surat Edaran Mahakamah Agung bentuknya merupakan 
peraturan kebijkan, dan peraturan kebijakan ditetapkan oleh pejabat adaministrasi 
negara, muncul suatu pertanyaan. Apakah kewenangan pejabat tata usaha negara 
dalam membentuk peraturan kebijkan dapat bersumber dari kekuasaan 
kehakiman? Untuk menjawab persoalan ini, penulis merujuk bunyi Pasal 1 ayat 
(8) No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
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“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang 
melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang 
undangan yang berlaku.” 
 
 Pada Penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud ‘urusan 
pemerintahan’ dalam Pasal 1 Angka 1 adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. 
Dengan demikian badan atau pejabat administrasi adalah badan atau pejabat yang 
melaksanakan kegiatan yang bukan merupakan aktivitas legislasi dan yudisial. 
Maka dapat disimpulkan bahwa Kesekretariatan Jenderal dari lembaga-lembaga 
tinggi negara dibidang legislasi dan yudisial termasuk dalam ruang lingkup Badan 
atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 
UU PTUN.40  
 Hal tersebut juga digariskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor  13  Tahun  2005 tentang Sekretariat Mahkamah 
Agung, menegaskan: 
“Sekretariat Mahkamah Agung adalah aparatur tata usaha negara yang di 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung 
jawab langsung kepada Ketua Mahkamah Agung.”  
  
  Uraian di atas membuat terang bahwa surat edaran yang dikeluarkan oleh 
kekuasaan kehakiman dalam hal ini Mahkamah Agung, juga merupakan produk 
hukum berbentuk peraturan kebijakan. Untuk itu, dalam pembentukan Surat 
Edaran Mahakamah Agung, harus berlandaskan syarat-syarat pembuatan 
peraturan kebijakan pada umumnya yang dilandasi oleh asas diskresi.  
 Pasal 24 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan menyebutkan persyaratan diskresi: 
                                                          
40 Victor Imanuel, Op.Cit, hlm 57 
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Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:  
a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
ayat (2);  
b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
c. sesuai dengan AUPB;  
d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;  
e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan  
f.  dilakukan dengan iktikad baik.  
 
 Selanjutnya, Pasal 24 huruf a Undang-undang Administrasi Pemerintahan 
menegaskan bahwa pejabat pemerintahan dalam menggunakan diskresi mesti 
sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2): 
a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;  
b. mengisi kekosongan hukum;  
c. memberikan kepastian hukum; dan  
d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna 
kemanfaatan dan kepentingan umum.  
 
 Selain itu, Pasal 24 huruf c menegaskan bahwa penggunaan diskresi juga 
mesti sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas diskresi 
memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan administrasi negara untuk 
melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya kepada undang-undang. Hal 
ini secara teoritis maupun kenyataan praktik membuka peluang bagi 
penyalahgunaan kewenangan. Maka dari itu, penyusunan SEMA haruslah 
memperhatikan segala aspek baik dari segi bentuknya yang merupakan peraturan 
kebijakan maupun materi muatannya yang dibatasi hanyalah bersifat 





B. Mekanisme Pengujian Surat Edaran Mahkamah Agung 
 Ketika yang menjadi pijakan lahirnya SEMA adalah diskresi dan 
digolongkan sebagai peraturan kebijakan, maka substansinya haruslah sekadar 
bersifat membimbing, menuntun, memberi arahan kebijakan dan mengatur 
pelaksanaan tugas yang lebih bersifat administrasi.  
  Namun pada kenyataannya, ada beberapa SEMA yang tidak sekadar berisi 
petunjuk dan bimbingan yang bersifat administrasi, tetapi juga menyentuh lebih 
jauh dari segi substansi, baik menciptakan atau menghapuskan norma. Misalnya 
SEMA No. 3 Tahun 1963 perihal Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek tidak 
Sebagai Undang-undang. Dalam surat edaran tersebut Mahkamah Agung 
menganggap beberapa pasal dalam Burgerlijk Wetboek tidak berlaku lagi. 
  Ada pula Surat Edaran Mahakamah Agung yang bertentangan dengan 
Keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, contohnya 
SEMA No. 7 Tahun 2014. Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah mengeluarkan 
Putusan Nomor: 34/PPU-XI/2013 yang menyatakan ketentuan Pasal 268 ayat (3) 
KUHAP (yang mengatur tentang Peninjauan Kembali  hanya dapat dilakukan satu 
kali) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum 
mengikat. Sehingga dengan putusan ini, Peninjauan Kembali dalam perkara 
pidana dapat dilakukan lebih dari satu kali. Sementara SEMA No. 7 Tahun 2014 
membatasi Peninjauan Kembali hanya boleh dilakukan satu kali.  
  Contoh di atas menunjukkan bahwa peraturan kebijakan terkadang tidak 
dapat dibedakan dengan substansi peraturan perundang-undangan. Ihwal yang 
seharusnya menjadi muatan peraturan perundang-undangan, dijumpai dalam 
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bentuk peraturan kebijakan. Bahkan ironisnya, sebuah peraturan kebijakan pada 
kenyataannya ada yang menegasikan suatu keputusan yang bersifat final dan 
mengikat. 
  Tidak dipungkiri SEMA mempunyai peran strategis dalam mengawal 
keterbelakangan hukum. Meskipun SEMA diterbitkan dengan itikad untuk 
mengatasi hambatan praktik peradilan  disebabkan lambannya produk legislasi 
menangani permasalahan yang ada, namun ketidakjelasan batasan materi yang 
dapat diatur dalam peraturan kebijakan, dalam hal ini SEMA dapat menimbulkan 
kerancuan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Maka dari itu penting kiranya 
menilik SEMA berkaitan dengan kebutuhan uji materiil terhadap suatu produk 
hukum. 
 Terdapat dua lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk 
melakukan uji materil atau judicial review dalam sistem hukum Indonesia, yakni 
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Kewenangan hak uji Mahkamah 
Konstitusi yang tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menggariskan 
Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 
NRI 1945. Ketika dikaitkan dengan pengujian SEMA yang bentuknya merupakan 
peraturan kebijakan, maka sudah jelas bukan ranah kewanangan Mahkamah 
Konstitusi. 
 Lembaga peradilan lainnya yakni Mahkamah Agung, kewenangannya dalam 
melakukan uji materi termaktub dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 yang 
menyatakan bahwa: 
“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji 
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-
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undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-
undang.” 
 
 Objek dari uji materi yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung adalah 
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Namun berdasarkan 
Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-
undangan, surat edaran tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan di 
bawah undang-undang. Jika merujuk Undang-undang No. 12 tahun 2011, SEMA 
tidak dapat diuji materi oleh Mahkamah Agung. 
 Namun pada praktiknya, Mahkamah Agung pernah melakukan pengujian 
terhadap surat edaran dan peraturan menteri yang bentuknya merupakan peraturan 
kebijakan (Tabel 3). 
Tabel 3. Peraturan kebijakan yang pernah diuji oleh Mahkamah Agung  
No. Bentuk Peraturan Kebijakan Putusan Mahkamah Agung 
1 Surat Edaran Dirjen Mineral Batu 
Bara dan Panas Bumi 
No.03/31/DJB/2009 
SE No.03/31/DJB/2009 
Bertentangan dengan UU No. 4 
Tahun 2009 Tentang 
Pertambangan Mineral dan Batu 
Bara 
2 Surat Edaran Presidium Kabinet 
Ampera No. Se.06/Pres.Kab/6/1967 
Tentang Masalah Cina 
Menolak Permohonan Uji 
Material 
3 Surat Direktur Jenderal Pendidikan 
Islam Departemen Agama RI No. 
DJ.I/PP.00.9/973/2009 tentang Tata 
Cara Pengajuan Usul Penetapan 
Jabatan Guru Besar/Profeso di PTAI 
Mengabulkan Permohonan Uji 
Material Untuk Sebagian 
4 Peraturan Menteri Perdagangan No. 
56/M-DAG/PER/12/2008 
Menolak Permohonan Uji 
Material 
Sumber: Hasil olah data primer, 2015. 
71 
 
 Victor Imanuel dalam penelitiannya terhadap  putusan-putusan Mahkamah 
Agung atas pengujian peraturan kebijakan yang berbentuk surat edaran, 
menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung dalam memutus uji material suatu 
peraturan bertumpu pada substansi peraturan yang diuji. Jika bentuknya bukan 
peraturan perundang-undangan melainkan peraturan kebijkan namun substansinya 
bersifat mengatur, maka peraturan tersebut dianggap sama dengan peraturan 
perundang-undangan sehingga dapat diuji materiil oleh Mahkamah Agung. 41  
 Jika preseden di atas dijadikan yurisprudensi maka SEMA jika dilihat dari 
substansinya bahwa ada yang bersifat mengatur, membuka jalan untuk diuji 
materi ke Mahkamah Agung. Namun persoalan lainnya ialah dalam hukum acara 
dikenal asas yang disebut asas  nemo judex in causa sua.  
 Menurut Asas nemo judex in causa sua hakim dilarang menangani 
perkaranya sendiri. Asas ini mrupakan asas universal yang harus ditaati dalam 
peradilan agar hakim bersifat independen. Undang-Undang Kekuasaan 
Kehakiman secara tegas menyatakan seorang hakim atau panitera wajib 
mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung 
atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya 
sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.42 Bersdasarkan asas ini, 
Mahkamhah Agung tidak dibenarkan menguji produk hukum yang dikeluarkan 
oleh Mahakamah Agung itu sendiri. 
 Uraian diatas menutup kemungkinan ada celah untuk SEMA bisa diajukan 
uji meteri ke Mahkamah Agung. Terlepas dari asas nemo judex in causa sua, jika 
                                                          
41 Victor Imanuel, Op.Cit, hlm 145 
42 Lihat Pasal 17 ayat (5) Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  
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merujuk  UU No. 12 Tahun 2011 yang tidak mengkategorikan surat edaran 
sebagai peraturan perunang-undangan di bawah undang-undang, dan pasal 24A 
ayat (1) UUD NRI 1945 yang dengan tegas  membatasi kewenangan menguji 
Mahkamah Agung hanya pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang, maka Mahkamah Agung dalam meguji surat edaran ataupun segala 
macam bentuk peraturan kebijakan, dianggap telah melampaui ketentuan yang 
telah digariskan. 
 Mekanisme pengujian selain oleh badan peradilan, ada pula yang 
dilakukan oleh lembaga eksekutif  (executive review) dan oleh lembaga legislatif 
(legislative review). Executive review dilakukan oleh lembaga eksekutif untuk 
menguji segala bentuk produk hukum lembaga eksekutif, sementara  legislative 
review objek pengujian adalah peratuan yang dibentuk oleh cabang kekuasaan 
legislatif.  Dengan demikian, baik mekanisme executive review ataupun legislative 
review,  tidak bisa ditempuh untuk melakukan pengujian terhadap SEMA. 
 Uraian di atas menegaskan bahwa pengujian terhadap SEMA belum 
memiliki tumpuan yang jelas. Adapun selama ini, ketika muatan SEMA tidak lagi 
sesuai dengan ketentuan undang-undang maka Mahkamah Agung atas inisiatif 
sendiri mengeluarkan surat edaran yang menyatakan SEMA tersebut dicabut  dan 
dinyatakan tidak berlaku, diantaranya: 
a) SEMA No. 12 Tahun 1985 tentang Pencabutan Surat-surat Edaran, 
Keputusan, Penetapan dan Instruksi Mahkamah Agung Republik Indonesia 
b) SEMA No. 11 Tahun 1969 tentang Pencabutan Kembali Surat Edaran No. 
8/1964 tgl. 13 Apri 1964 
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c) SEMA No. 1 tahun 2013 tentang Pencabutan SEMA No. 6 Tahun 2012 
tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas 
Waktu Satu Tahun Secara Kolektif 
d) SEMA No. 2 Tahun 2007 tentang tidak berlaku lagi SEMA No. 2 Tahun 
2000 tentang Perubahan SEMA No. 4 tahun 1998 tentang Biaya 
Administrasi 
e) SEMA No. 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya SEMA 
No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syaria’ah 
f) SEMA No. 11 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya SEMA 
No. 6 Tahun 2005 dan No. 7 Tahun 2005 tentang Penjelasan Tentang 
Ketentuan PasaL 45A Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang 
Mahkamah Agung. 
 
  Adakalanya kebutuhan untuk melakukan uji materi datang dari masyarakat 
yang mencari keadilan dan jaminan perlindungan hukum. Meski pada hakikatnya 
SEMA bersifat internal, yakni ditujukan kepada badan peradilan yang berda di 
bawah Mahkamah Agung untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada semua 
unsur penyelenggara peradilan dalam melaksanakan tugasnya. Namun dalam 
penyelenggaraan tugasnya tersebut, tak dapat dipungkiri akan bersentuhan 
langsung dengan masyarakat. Persoalnya, apakah tidak ada perlindungan hukum 
bagi rakyat jika merasa telah dicederai haknya oleh muatan yang terkandung 
dalam SEMA? 
  Menjawab persoalan terkait mekanisme uji materiil SEMA, harus 
dikembalikan pada hakikat SEMA itu sendiri. Pertama, SEMA bukanlah 
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peraturan perundang-undangan melainkan termasuk kategori peraturan kebijakan. 
Jadi, secara yuridis pengujian terhadap SEMA tidak dibenarkan baik melalui 
mekanisme judicial review, executive review dan legislative review . 
 Kedua, pada dasarnya SEMA lahir karena konsep diskresi. Oleh karena itu 
kehadiran SEMA harus sesuai dengan syarat-syarat yang sudah digariskan dalam 
ketentuan yang mengatur tentang diskresi. Pasal 24 Undang-undang No. 30 Tahun 
2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa penggunaan 
diskresi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, harus sesuai dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, 
berdasarkan alasan-alasan yang objektif dan tidak menimbulkan konflik. 
 Ketiga, SEMA tidak memiliki kekuatan mengikat umum sebagaimana 
peraturan perundang-undangan. SEMA dalam UU No. 12 Tahun 2012 tidak 
dinyatakan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan sehingga tidak 
dimasukkan dalam lembaran negara. Sementara suatu peraturan mempunyai 
kekuatan hukum mengikat ketika diundangkan dalam lembaran negara.43 Selain  
itu, UU No. 12 Tahun 2011 juga membatasi bahwa peraturan yang dibentuk tanpa 
perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tanpa kewenangan 
tidak memiliki kekuatan mengikat.44  
 Uraian di atas menegaskan bahwa hakikat SEMA hanyalah sekedar 
pedoman tuntunan atau arahan dari pejabat atasan kepada bawahan. Hal ini 
menunjukkan kekuatan mengikat SEMA hanyalah bentuk ketaatan subjek hukum 
yang menjadi sasaran dari SEMA tersebut, yakni unsur-unsur peradilan yang 
                                                          
43 Lihat Pasal 87 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan 
44 Lihat Pasal 8 ayat ( 2)UU No. 12 Tahun 2011 
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berada di bawah Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi terhadap jalannya 
peradilan di semua lingkungan peradilan. Dengan demikian, muncul argumen 
bahwa pengujian langsung terhadap SEMA tidak perlu dilakuakn sebab sedari 







Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan di 
atas, penulis menarik kesimpulan  sebagai berikut: 
1. SEMA dibentuk bukan atas dasar diperintahkan oleh peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, 
melainkan berlandaskan pada asas yang disebut diskresi. Dasar hukum 
lahirnya SEMA berpijak pada ketentuan yang digariskan pada Pasal 39 
Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 
mendudukkan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi terhadap 
penyelenggaraan peradilan dan juga pelaksanaan tugas administrasi dan 
keuangan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah 
Agung. Pada intinya SEMA diterbitkan dalam rangka menjalankan fungsi 
pengawasan Mahkamah Agung yang sifatnya memberi petunjuk, teguran 
dan peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di 
bawahnya. 
2. Pengujian SEMA tidak dapat ditempuh baik melaui mekanisme judicial 
review, executive review ataupun legislative review. Hal ini menegaskan 
bahwa pengujian terhadap SEMA belum memiliki tumpuan yang jelas. 
Untuk itu, dalam menguji keabsahan SEMA, harus dikembalikan pada 
hakikat SEMA itu sendiri. Karena bentuknya adalah peraturan kebijakan, 
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maka SEMA bukan saja tidak boleh bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, namun juga harus sesuai dengan prinsip-
prinsip pembuatan peraturan kebijakan. Namun di sisi lain, dengan melihat 
sifatnya yang tidak mempunyai kekuatan mengikat, pada dasarnya 
pengujian terhadap SEMA tidak perlu dilakukan. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis merumuskan saran 
sebagai berikut: 
1. Mahkamah Agung dalam menerbitkan SEMA perlu kiranya memperhatikan 
dasar pembentukan, bentuk dan kedudukan SEMA. Sejarah penerbitan 
SEMA menunjukkan adanya ketidakjelasan batasan materi yang termuat 
dalam SEMA. Hal ini tidak hanya berdampak pada ruwetnya 
penyelenggaraan peradilan berkaitan dengan materi muatannya namun juga 
membuat rancu tatanan hierarkis peraturan di Indonesia. Jika suatu 
ketentuan diciptakan dengan maksud untuk mengawal keterbelakangan 
hukum acara, maka Mahkamah Agung lebih tepat menuangkannya dalam 
bentuk PERMA agar memiliki kekuatan mengikat. Karena pada hakikatnya 
SEMA sifatnya hanyalah berisi pedoman bagi badan peradilan di bawah 
Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 
2. SEMA tidak dapat dipungkri memiliki peran yang strategis dalam 
mengawal keterbelakangan hukum di Indonesia dan dalam rangka 
melaksanakan fungsi pengawasan Mahkamah Agung. Meskipun sifatnya 
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ditujukan internal Mahkamah Agung dan terhadap badan peradilan yang 
berada di bawahnya, perlu adanya regulasi yang memperjelas kedudukan 
dan kekuatan mengikat SEMA agar materi muatan dalam SEMA tidak 
hanya sebatas aturan di atas kertas (law in book). Namun hal itu perlu 
dibarengi dengan pengaturan tentang mekanisme pengujiannya sebab 
menguji keabsahan suatu peraturan adalah suatu kebutuhan mutlak untuk 
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